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Yth. Pejabat Pada Daftar Terlampir
di tempat

Kerja sama dalam bidang beasiswa antara Indonesia dan Australia telah
berlangsung melalui Program Australia Awards in Indonesia (AAI) antara Pemerintah
Indonesia c.q Kementerian Sekretariat Negara dengan Pemerintah Australia yang
dilaksanakan berdasarkan Subsidiary Arrangement between the Government of Australia
and the Government of Indonesia Relating to the Australia Awards in Indonesia. Sasaran
Program AAI adalah mendukung Indonesia mencapai tujuan pembangunan melalui
pendidikan dan alih pengetahuan, serta menjaga kesinambungan hubungan Indonesia
dan Australia.

Sehubungan dengan pembukaan salah satu program beasiswa yaitu Australia
Awards Scholarships Intake 2027, Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan
bahwa Pemerintah Australia menyediakan kesempatan untuk memperoleh beasiswa
dalam mengikuti pendidikan pasca sarjana (Master/PhD) di institusi pendidikan di
Australia. Pendaftaran dan informasi untuk program dimaksud telah dibuka sampai
dengan tanggal 30 April 2026 melalui tautan https://oz.link/AAS.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Kerja Sama Teknik
Luar Negeri,

#

Noviyanti

Tembusan:
Sekretaris Kementeriann
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Lampiran Surat Dinas
Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri,
Nomor :B-04/S/KTLN/LN.03.00/03/2026
Tanggal :2 Maret 2026

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI SURAT DINAS

1. Kepala Sumber Daya Manusia, Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif,

Dewan Perwakilan Rakyat
3. Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian, Dewan

Perwakilan Daerah
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Mahkamah Konstitusi
5. Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah

Agung
6. Kepala Biro Umum, Komisi Yudisial
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Badan Pemeriksa Keuangan
8. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang

Politik dan Keamanan
10. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,

dan Pemasyarakatan
11. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama dan Sumber Daya Manusia,

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
12. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi,

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan

13. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

14. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Pangan
15. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
16. Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Kementerian Dalam Negeri
17. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Luar Negeri
18. Direktur Kerja Sama Internasional, Kementerian Pertahanan
19. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
20. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum
21. Kepala Biro SDM, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Hak

Asasi Manusia
22. Kepala Biro SDM Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kementerian

Imigrasi dan Pemasyarakatan
23. Sekretaris Ditjen Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
24. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan
25. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial,

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
26. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal,

Kementerian Keuangan
27. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Pendidikan Dasar

dan Menengah
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28. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi

29. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan
30. Kepala Biro Umum, Kementerian Kesehatan
31. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN, Kementerian Kesehatan
32. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial
33. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan
34. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian

Perindustrian
35. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan
36. Kepala Biro Organisasi dan SDM, Kementerian Perdagangan
37. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral
38. Kepala Biro Perencanaan, Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri,

Kementerian Pekerjaan Umum
39. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Perumahan dan

Kawasan Permukiman
40. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal
41. Kepala Badan Pengembangan SDM, Kementerian Perhubungan
42. Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Kementerian Komunikasi dan

Digital
43. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian

Pertanian
44. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,

Kementerian Kehutanan
45. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,

Kementerian Kelautan dan Perikanan
46. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional
47. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
48. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian, Kementerian

Badan Usaha Milik Negara
49. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional KKB, Kementerian

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
50. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

Pengendalian Lingkungan Hidup
51. Kepala Pusat Pelatihan dan Pendidikan, Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM
52. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Koperasi
53. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur Kinerja,

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
54. Kepala Pusat Pengembangan SDM, Kementerian Pariwisata
55. Kepala Pusat Penerangan, Tentara Nasional RI
56. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
57. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara RI
58. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Arsip Nasional
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59. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial, Badan
Informasi Geospasial

60. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Badan
Kepegawaian Negara

61. Kepala Biro Keuangan dan Umum, Badan Penyelenggara Haji
62. Kepala Pusat Pengembangan SDM, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika
63. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama, Badan Nasional

Penanggulangan Bencana
64. Kepala Biro Umum, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
65. Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum, Badan Pangan Nasional
66. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan
67. Kepala Biro Organisasi dan Umum, Badan Pengawas Tenaga Nuklir
68. Kepala Pusat Pengembangan SDM, Badan Pengawas Obat dan Makanan
69. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pusat Statistik
70. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan
71. Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan, Badan Riset

dan Inovasi Nasional (BRIN)
72. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Badan Siber dan Sandi

Negara
73. Kepala Biro SDM dan Umum, Lembaga Administrasi Negara
74. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan Nasional RI
75. Kepala Pusat Penelitian, Pelatihan, dan Pengembangan, Komisi Pemilihan

Umum
76. Kepala Biro Umum dan SDM, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
77. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelola

Perbatasan
78. Kepala Kelompok Kerja Kerjasama, Hukum dan Hubungan Masyarakat,

Dewan Ekonomi Nasional
79. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana, Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
80. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Komisi Pengawas

Persaingan Usaha
81. Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Kepala Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia


